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Abstrak
 

Perangkat organisasi koperasi merupakan bagian-bagian  yang memiliki peranan yang sangat penting untuk

menjalankan sebuah koperasi. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengurus dan badan

pengawas koperasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan

di Indonesia serta memperhatikan bahwa rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang

memegang kuasa tertinggi pada koperasi. Di dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2013/PN.SPT terdapat suatu

permasalahan yaitu berupa penyelenggaraan  rapat internal para pengurus dan badan pengawas koperasi

Harapan Abadi yang menghasilkan keputusan perubahan besaran Sisa hasil Kebun (SHK) yang didapatkan

oleh anggota koperasi yang tidak menjual lahan plasmanya tanpa adanya pengetahuan dan persetujuan dari

para anggota Koperasi Harapan Abadi.

......

Cooperative organizational devices are the parts that have a very important role to run a cooperative. In

carrying out its duties and authorities, cooperative boards and supervisors must comply with the provisions

of Indonesian Laws and noticed that the meeting of members is a cooperative organization which holds the

highest authority in the cooperative. In the verdict number 88/Pid.B/2013/PN.SPT there is a problem that is

the holding of internal meetings of the boards and the supervisory body of the Harapan Abadi cooperative

which resulted in the decision to change the value of <em>Sisa Hasil Kebun (SHK)</em> obtained by

members of the cooperative who did not sell their plasma land without the knowledge and approval of the

members of the Harapan Abadi cooperative.
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